BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 489/ X [2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN

Menimbang

Mengingat

SENGKETA KOSUMEN KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

. bahwa Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen

Kabupaten Luwu Utara telah dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Pada Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Tegal, Kabupaten
Pasaman Barat, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten
Katingan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Labuhanbatu
Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Kapuas Hulu,
Kota Sibolga dan Kota Gorontalo;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor : 13/M-DAG/PER/3/2010
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen, perlu membentuk Tim
Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa
Kosumen;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan
Penyelesaian Sengketa Kosumen Kabupaten Luwu Utara
dengan Keputusan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3826);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
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10.

11.
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diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4126};

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Pada Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Tegal, Kabupaten
Pasaman Barat, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten
Katingan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Labuhanbatu
Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Kapuas Hulu,
Kota Sibolga dan Kota Gorontalo;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 13/M-
DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen;

Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Nomor : 76/PDN/KEP/6/2010 tentang Petunjuk Teknis
Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK), Pengangkatan Ketua dan
Wakil Ketua BPSK dan Sekretariat BPSK;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor
34).



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Surat Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan
Konsumen Kementerian Perdagangan Nomor
366/SPK.3.4/SD/7/2014 Tanggal 25 Juli 2014 hal
Penyampaian Keputusan Presiden tentang Pembentukan
BPSK.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pemilihan Calon Anggota Badan
Penyelesaian Sengketa Kosumen Kabupaten Luwu Utara
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dengan Keputusan ini.

: Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan administrasi pelaksanaan
seleksi calon anggota BPSK;

b. melakukan penilaian atas kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan calon anggota BPSK;

c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota
BPSK;

d. menetapkan nama calon anggota BPSK yang
dinyatakan lulus; dan

e. menyampaikan calon anggota BPSK yang telah
dinyatakan lulus kepada Bupati.

Masa kerja Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berakhir
setelah proses pemilihan calon anggota BPSK selesai
dilakukan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014,
pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
melalui kegiatan koordinasi peningkatan hubungan kerja
dengan lembaga perlindungan konsumen dengan Kode
Rekening 2.06.1.15.01.01.15.01.5.2.2.15.02.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing

yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba

ARAF KOORDINASI pada tanggal 2 Oktober 2014

—— BUPATI LUWU UTARA,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 489/ X /2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KOSUMEN KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KOSUMEN (BPSK)
KABUPATEN LUWU UTARA

I. Ketua : Ir. Arief Palallo, MM (Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan)
II. Sekretaris : Yansen Tempo, SE., M.Si (Kepala Dinas Koperindag)

[ll. Anggota : 1. Ir. Hasruddin Kujje (Kabid. Perlindungan Konsumen dan
Pengawasan Barang)

2. Drs. Gunawan Hafid (Pengusaha)

3. H. Ridwan Halik, S.Pd., MM.Pd (Konsumen)
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